
GUBERNUR LAMPUNG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR 43 TAHUN 2018
 

TENTANG
 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEWLAAN PRASARANA
 

PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA DINAS
 
PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA
 

GUBERNUR LAMPUNG,
 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan 
penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan 
Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Operasional Perhubungan 
pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang; 

2.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

3.	 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara; 

4 .	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 
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6.	 Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 
Pemerin tah Daerah; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

10.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Larnpung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017; 

11.	 Peraturan Daerah Provinsi Larnpung Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TE~NTANG PEMBENTUKAN, 
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH PENGELOLAAN PRASAE~A PERHUBUNGAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PADA DINAS 
PERHUBUNGAN PROVINSI LAMPUNG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung. 

2.	 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung. 

3.	 Gubernur adalah Gubernur Lampung. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Lampung. 

5.	 Peraturan Gubemur adalah Peraturan Gubemur Lampung. 

6.	 Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi 
Lampung. 

7 .	 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan 
Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
pacta Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Provinsi 
Lampung. 

8.	 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 

Pasa12 

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Pengelolaan Prasarana 
Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kelas A pada Dinas Perhubungan 
Provinsi Lampungo 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasal3 

(1)	 UfYfD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 
Perhubungan Provinsi Lampung. 

(2)	 UfYfD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 

Togas Pokok dan Pungai 

Pasa14 

(1)	 UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
mernpunyai tugas memirnpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan di bidang darat, laut, kereta api dan udara sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi 
Lampung serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD 
Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
mempunyai fungsi: 

a.	 penyusunan bahan kebijakan teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

b .	 pelaksanaan dokumen rsrari pelaksanaan anggaran (OPA) Oinas 
Perhubungan kegiatan UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan; 

C.	 Pelaksanaan kegiatan operasi/ pemeriksaan kendaraan dijalan maupun di 
simpul-simpul transportasi termasuk tindak penyidikanya beserta 
penyelesaian berita acara pemeriksaan; 

d.	 pelaksanaan pengendalian dan pengaturan operasional dalam 
penyelenggaraan angkutan lebaran, angkutan natal , dan tahun 
baru,angkutan haji termasuk pengendalian operasional angkutan darat, 
laut, Perkeretaapian dan udara dalam keadaan darurat serta pengendalian 
lainya; 

e.	 pelaksanaan kegiatan tugas pemantauan dan pengawasan kegiatan 
operasional pada simpul-simpul transportasi dan lain-lain yang sudah 
diatur dengan MOU/perjanjian kesepakatan atau bentuk kerjasama 
lainya; 

f.	 pelaksanaan pengendalian,pengaturan dan pengamanan lalu lintas 
angkutan jalan pada even-even besar seperti PAM lalu lintas pagi hari , 
pemanduan rute , patroli di jalan, kunjungan pejabat negara (presiden, 
wakil presiden, menteri, tamu negara dan lain-lain); 
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g.	 pe1aksanaan tugas pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan 
prasarana pendukung kegiatan UPTD Pengelolaan Prasarana 
Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

h.	 pelaksanaan tugas kordinator kegiatan operasional satgas search and 
rescue (SAR) dan investigasi / penelitian kecelakaan transportasi; 

1.	 pelaksanaan penyiapan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas terkait dengan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan 
Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 

J .	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINC IAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

PasalS 

(1)	 Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan, terdiri dari: 

a.	 Kepala; 

b .	 Sub Bagian Tata Usaha; 
c.	 Seksi Operasional; 

d.	 Seksi Teknik Sarana dan Prasarana; dan 
e.	 Kelompok Jabatan Fungional. 

(2)	 Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b , 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UfYfD. 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Kedua 

Rincian Tugas 

Paragraf 1 

Kepala UPTD 

Pasa16 

(1)	 Kepala UfYfD mernpuriyar tugas mernimpin.mengendalikan dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Prasarana 
Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung serta 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan mempunyai fungsi: 

a.	 penyusunan bahan kebijakan teknis Operasional; 

b.	 pelaksanaan dokumen isian pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas 
Perhubungan kegiatan UPTD Pengelolaan JPrasarana Perhubungan Lalu 
Lin tas dan Angkutan J alan; 

c.	 Pelaksanaan kegiatan operasijpemeriksaan kendaraan dijalan maupun di 
simpul-simpul transportasi termasuk 
penyelesaian berita acara pemeriksaan; 

tindak penyidikanya beserta 

d. pelaksanaan pengendaliandan pengaturan 
penyelenggaraan angkutan lebaran,angkutan 

operasional 
natal, dan 

dalam 
tahun 

baru,angkutan haji termasuk pengendalian operasional angkutan darat, 
laut, Perkeretaapian dan udara dalam keadaan darurat serta pengendalian 
lainya; 

e.	 pelaksanaan kegiatan tugas pemantauan dan pengawasan kegiatan 
operasional pada simpul-simpul transportasi dan lain-lain yang sudah 
diatur dengan MOUjperjanjian kesepakatan atau bentuk kerjasama 
lainya; 

f.	 pelaksanaan pengendalian,pengaturan dan pengamanan lalu lintas 
angkutan jalan pada even-even besar seperti PAM lalu lintas pagi hari, 
pemanduan rute, patroli di jalan, kunjungan pejabat negara (presiden, 
wakil presiden, menteri, tamu negara dan lain-lain); 

g.	 pelaksanaan tugas pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana dan 
prasarana pendukung kegiatan UPTD Pengelolaan Prasarana 
Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

h.	 pelaksanaan tugas kordinator kegiatan operasional satgas search and 
rescue (SAR) dan investigasi jpenelitian kecelakaan transportasi; 

1.	 pelaksanaan penyiapan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas terkait dengan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan 
Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 

J.	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf2 

Sub Bagian Tata Usahll 

Pasal7 

(1)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 
perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat 
menyurat, kearsipan dan pelaksanaan ketatausahaan. 

(2)	 Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha, adalah sebagai berikut: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perencanaan; 
b .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan kepegawaian; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan keuangan; 

d.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan perlengkapan; 
e.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan rumah tangga; 

f.	 melaksanakan dan menyiapkan surat menyurat, kearsipan dan 
pelaksanaan ketatausahaan; 

g.	 menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
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Paragraf 3 

8eksi Operasional 

Pasal8 

(1)	 Seksi Operasional mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pemantauan, pengendalian, pengawasan 
kegiatan operasional darat , laut, kereta api dan udara. 

(3)	 Rincian tugas Seksi Operasional, adalah sebagai berikut: 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan usulan bahan perumusan 
kebijakan teknis pengendalian operasional darat, laut, kereta api dan 
udara; 

b.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian, 
pengawasan dan penerbitan operasionallalu lintas dan angkutan jalan; 

c.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan operasional dan 
pengendalian dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Angkutan Natal 
dan Tahun Baru, Angkutan Haji termaksud pengendalian operasional 
angkutan dalam keadaan darurat serta pengendalian lainnya dan event­
event tertentu apabila diperlukan; 

d .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengawasan dan 
pengendalian terhadap angkutan barang berbahaya dan alat berat 
termaksud tindakan penyidikan pelanggaran: 

e.	 melaksanakan dan menyiapakan bahan pemantauan dan pengawasan 
kegiatan operasional darat, laut, kereta api dan udara pada simpul-simpul 
transportasi yang sudah diatur dalam MoU / perjanjian kesepahaman atau 
bentuk kerjasama lain; 

f.	 membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan kegiatan operasional 
kendaraan di Terminal , Pelabuhan, Stasiun Kereta dan Bandara; 

g.	 menginventarisir jalur keberangkatan lokasi kendaraan dan jadwal 
perjalanan; 

h.	 melaksanakan pendataan jumlah penumpang, pemantauan pelaksanaan 
tarif angkutan; 

1.	 melaksanakan pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di 
dalam areal terminal angkutan penumpang umum maupun terminal 
angkutan barang; 

J.	 melaksanakan evaluasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan di 
bidang terminal; 

k.	 mernbina dan mengkoordinasikan tugas DinasjInstansijUnit Kerja lain 
yang dilaksanakan dalam lingkungan terminal; dan 

1.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf4 

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana 

Pasa19 

(1)	 Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan dan 
menyiapkan bahan teknik sarana dan prasarana operasional perhubungan. 

(2)	 Rincian tugas Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana, adalah sebagai berikut 

a.	 melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan teknik UPTD Pengelolaan 
Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 

b .	 melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengendalian dan 
pengawasan operaional mobil derek; 
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c .	 menyusun rencana kerja dan merumuskan kebijaksanaan teknis 
operasional terminal; 

d.	 menghimpun dan menyajikan data dan informasi mengenai masalah 
terminal; 

e.	 melaksanakan rencana pengembangan terminal; dan 

f.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

BABIV
 

JABATAN PEGAWAI APARATUR S][PIL NEGARA
 

PasallO 

(1)	 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A, merupakan jabatan eselon Illb 
atau jabatan administrator. 

(2)	 Kepala kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis 
Daerah kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. 

BABV
 

KEPEGAWAIAN
 

Pasa111 

(1)	 Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2)	 Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan 
Pemerintahan yang ditangani. 

BABVI
 

TATAKERJA
 

Pasa112 

(1)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya. 

(2)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di 
lingkungan masing-masing. 

(3)	 Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan . 

(4)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas rnelakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. 

BAB VII
 

KETENTUAN PERALIHAN
 

Pasal13 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini. 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUlf» 

Pasal14 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur irn, maka Peraturan Gubernur 
Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal15 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut 
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung setelah 
mendapat persetujuan dari Gubernur. 

Pasal16 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal di u ndangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 
Lampung. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 12 J uli 2018 

GUB)~RNURLAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Diundangkan di Telukbetung 

padatanggal 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, 

ttd 

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
 
Pembina Utama Madya
 

NIP.19640209 198903 1 008 

Salinan sesu dengan aslinya 
KEPALA H R O HUKUM,. 

J
 

ZULFIKAR, SH, MH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19680428 199203 1 003 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR ~.~.... 
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UPTD DINAS PERHUBUNGAN LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
PROVIN SI LAM PUNG NOMOR 43 TAH UN 2018 

TANGGAL 12 JULI 2018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 
UPTD PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS
 

DAN ANGKUTAN JALAN
 

KEPALA J 
Sub Bagian 
Tata Usaha 

I 
Sek si 

Opera sional 

I 

I TekIllk~:r:'a dan 
Prasarana 
._-----

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

iQUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan ses 
KEPALA 

J 

ZULFIKAR z 8H z MH 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19680428 199203 1 003 


